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Abstract: This article explores the role of the Cirebon Keraton in shaping Indonesia’s national
identity through the lens of Islamic politics and nationalist values. Based on interviews and his-
torical data from the Cirebon Sultanate, the article analyzes how the sultans, particularly Sultan
Muhammad Nurus, chose to align with the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)
rather than maintain an independent kingdom. Using an Islamic political framework that em-
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maslahah (public welfare), the article demonstrates how the Cirebon Keraton’s decision reflects a
commitment to unity, social justice, and the welfare of the people. The findings reveal that the
Keraton's role, both through diplomacy and contributions to the independence movement, has
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presents an analysis of the relationship between the central government and local entities in main-
taining national stability and preserving cultural and political values.
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Abstrak: Artikel ini membahas peran Keraron Cirebon dalam pembentukan identitas nasional
Indonesia melalui perspektif politik Islam dan nilai-nilai nasionalisme. Mengacu pada hasil wa-
wancara dan data sejarah Kesultanan Cirebon, artikel ini menganalisis bagaimana para sultan,
terutama Sultan Mubammad Nurus, memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI) daripada mempertahankan status kerajaan yang independen. Dengan
pendekatan politik Islam yang menyoroti konsep kbilafah (kepemimpinan), syura (musyawarah),
adalah (keadilan), dan maslahab (kemaslahatan wmum), artikel ini menguraikan bagaimana
keputusan Keraton Cirebon mencerminkan komitmen terhadap persatuan, keadilan sosial, dan
kesejahteraan umat. Temuan menunjukkan bahwa peran Keraton Cirebon, baik melalui diplo-
masi maupun kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, menjadi bagian integral dari identi-
tas nasional yang plural dan inklusif. Artikel ini juga menyajikan analisis hubungan antara
pemerintah pusat dan entitas lokal dalam menjaga stabilitas nasional serta pelestarian nilai-

nilai budaya dan politik.

Kata Kunci: Kesultanan Cirebon; Politik Islam; Identitas nasional; maslahah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara multi kultural yang terdiri dari berbagai
macam suku, ras, agama, dan awalnya merupakan kerajaan-kerajaan yang berbeda
dengan sultan yang memimpin setiap wilayahnya. Hanya saja, karena memiliki kesa-
maan nasib pernah dijajah oleh Belanda, sehingga kemudian mengikrarkan diri un-
tuk menjadi sebuah negara kesatuan. Sejarah mencatat, kebesaran Kerajaan-kerajaan
di nusantara yang menjadi cikal bakal berdirinya Indonesia, seperti Sriwijaya,
Majapahit, Mataram, Ternate, Samudra Passai, dan lain sebagainya.' Hingga saat,
tercatat ada 20 keraton yang masih eksis dan mengadakan Festival Keraton Nusan-
tara (FKN) untuk pertama kalinya pada tahun 1995 di Yogyakarta.?

Pada saat Indonesia merdeka, di Pulau Jawa terdapat beberapa kesultanan, di an-
taranya: Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. (IDN Times, 2020). Tiga kesultanan
tersebut sampai sekarang masih ada dan menjadi bagian dari negara kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI). Bersatunya kerajaan-kerajaan tersebut, tentunya merupa-
kan sesuatu yang istimewa, mengingat jika menengok ke daratan Eropa, yang terdiri
dari negara-negara kecil yang dipimpin oleh raja atau ratu, meskipun rumpun
mereka sama, tetapi tidak dapat bersatu menjadi sebuah negara kesatuan. Hal ini
berbeda pula dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang masih memberikan
kekuasaan secara bergiliran untuk memimpin negara bagi 9 kesultanan yang ada.’
Fenomena semacam ini tentunya menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui,
peran para sultan yang berkuasa di suatu wilayah dalam merajut, menjaga dan mem-
persatukan negara Indonesia. Fungsi-fungsi kebangsaan yang dipraktikkan oleh para
sultan patut menjadi pelajaran dan terus dikembangkan dalam rangka menjaga
keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
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Jika dianalisis melalui pendekatan politik Islam, persatuan kerajaan-kerajaan di
Indonesia ini mencerminkan konsep khilafah (kepemimpinan) yang diterapkan
secara inklusif, di mana para Sultan berperan dalam menjaga stabilitas dan keutuhan
wilayah. Keputusan untuk bersatu demi kepentingan bangsa merupakan manifestasi
dari tanggung jawab seorang pemimpin Islam untuk menjaga kemaslahatan umat.

Luasnya wilayah, perbedaan budaya dan kurang meratanya pembangunan, terka-
dang bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Seperti yang terjadi di Aceh dan
Papua, yang beberapa kali melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari
NKRI. Namun dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat, telah mampu meredam keinginan pemisahan diri tersebut. Pemberian
otonomi khusus ini ternyata menimbulkan masalah baru berupa keinginan beberapa
daerah untuk mendapatkan otonomi khusus pula. Wacana semacam ini merupakan
benih dari perpecahan yang dapat meregangkan persatuan bangsa, sebab jika semua
daerah merasa memiliki kelebihan atau keistimewaan atas daerah yang lainnya, dan
enggan mengikuti hukum bersama, maka lama-kelamaan persatuan bangsa akan
menjadi renggang.

Dalam konteks ini, konsep syura (musyawarah) dalam politik Islam dapat dit-
erapkan sebagai solusi untuk menjaga persatuan. Syxra mengajarkan pentingnya
pengambilan keputusan melalui konsultasi dan dialog dengan seluruh pihak terkait,
agar setiap kebijakan yang diambil dapat memenuhi kepentingan bersama dan
mencegah munculnya potensi perpecahan. Dialog antara pemerintah pusat dan dae-
rah dapat menjadi bentuk musyawarah untuk menciptakan solusi yang adil dan
sesuai dengan semangat persatuan nasional.

Munculnya keinginan untuk mendapatkan hak Istimewa seperti yang terjadi di
beberapa wilayah Indonesia beberapa waktu lalu,” perlu dicermati dan cukup
menghawatirkan, sebab jika itu disetujui, maka bukan tidak mungkin akan muncul
usulan lainnya dari beberapa wilayah yang asalnya adalah sebuah kerajaan yang
dipimpin oleh seorang Sultan. Mengingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa
merupakan suatu yang sangat penting,® maka mengetahui bagaimana peran para sul-
tan dalam mewujudkan fungsi-fungsi kebangsaan dan mengajak rakyatnya untuk
bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, perlu diungkap, agar dapat men-
jadi pelajaran bagi generasi penerus bangsa bahwa para leluhur mereka telah ber-
juang dengan mengorbankan darah, nyawa dan keinginan untuk berkuasa demi per-
satuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Sebab jika para sultan pada waktu ke-
merdekaan ingin tetap menjadi raja yang berkuasa, tentunya di Indonesia akan
berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing berkuasa atas wilayahnya.

Atas dasar latar belakang tersebut, pembahasan ini sangat penting untuk dil-
akukan. Kajian mengenai peran Keraton Cirebon dalam konteks nasionalisme dan
perjuangan kemerdekaan memiliki signifikansi yang penting dalam beberapa aspek.
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Pertama, kajian ini memberikan kontribusi pada pemahaman sejarah nasional
dengan menggali peran keraton sebagai elemen penting dalam pembentukan iden-
titas nasional Indonesia. Kedua, kajian ini memperluas perspektif mengenai konsep
nasionalisme dengan mengaitkannya dengan entitas lokal seperti keraton. Pema-
haman bahwa nasionalisme dapat tumbuh dan berkembang dari berbagai lapisan
masyarakat, termasuk lembaga adat seperti keraton, membuka ruang untuk apresiasi
terhadap keragaman dan pluralitas dalam menciptakan kesatuan nasional. Oleh ka-
rena itu, kajian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih
inklusif dan memahami peran entitas lokal dalam konteks nasional. Ketiga, kajian
ini memberikan landasan historis untuk memahami dinamika hubungan antara
pemerintah pusat dan entitas lokal, menggambarkan kompromi dan diplomasi se-
bagai model yang dapat diadopsi untuk menangani konflik dan membangun hub-
ungan yang kuat antarwilayah. Implikasi ini sangat relevan dalam konteks pengel-
olaan keragaman budaya dan politik di Indonesia, memperkuat kerangka kerja un-
tuk memahami sejarah lokal dalam sejarah nasional.

Artikel ini mengisi kesenjangan penelitian dalam literatur tentang peran politik
Islam di Cirebon, khususnya dalam konteks pembentukan identitas nasional Indo-
nesia. Meskipun studi tentang politik Islam di Indonesia umumnya berfokus pada
pusat-pusat kekuasaan seperti Kesultanan Yogyakarta atau Demak, sedikit perhatian
yang diberikan pada peran Keraton Cirebon. Padahal, Cirebon memiliki sejarah
politik yang signifikan. Artikel ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana
politik Islam di Keraton Cirebon berbeda dengan kesultanan lain di Indonesia. Se-
mentara kesultanan lain mungkin mempertahankan otonomi atau menuntut status
istimewa, Keraton Cirebon menunjukkan pendekatan politik Islam yang inklusif,
mengutamakan persatuan, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Dengan
menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan maslahat, diterapkan
dalam keputusan politik di Cirebon, artikel ini memperkaya literatur politik Islam
di Indonesia dengan menambahkan dimensi lokal dan regional yang sering tera-
baikan.

Hasil dari temuan ini akan menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan
berbagai konflik di daerah, karena sejarah sebagai pengetahuan budaya dan sebagai
ilmu sosial dapat menggugah kesadaran, sebab mencakup konsep dan nilai budaya
seperti pahlawan, rela berkorban, persatuan bangsa, dan kemanusiaan. Untuk me-
mahami sejarah sebagai kenyataan hidup manusia yang kompleks, perlu diingat
bahwa sejarah adalah ilmu sosial dan merupakan bagian dari ilmu sosial. Artinya,
kenyataan hidup manusia mencakup semua interaksi yang melibatkan individu,
struktur, dan komunitas yang berlangsung dari masa lalu hingga saat ini, yang dapat
dipahami secara sistematis.” Keunikan masing-masing bangsa dalam membentuk
nilai nasionalismenya, bisa menjadi nafas dalam penulisan sejarah, sebagai obat
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penawar yang paling ampuh terhadap pembentuk-pembentuk sistem (System build-
ers), dan sangat bermanfaat bagi para ahli ilmu sosial dalam mencari solusi
penyelesaian berbagai persoalan, yang hasilnya akan memberi manfaat pada ke-
hidupan manusia yang sangat kompleks.®

Konsep Politik Islam

Politik Islam adalah cabang dari pemikiran Islam yang berfokus pada penerapan
prinsip-prinsip agama dalam kehidupan politik dan tata kelola masyarakat. Secara
historis, politik Islam memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan
pemerintahan di banyak wilayah dunia, termasuk Indonesia. Esensi dari politik Is-
lam adalah bagaimana ajaran Islam, yang mencakup nilai-nilai keadilan, persatuan,
dan kesejahteraan umum, diterapkan dalam mengelola masyarakat dan pemerinta-
han.’?

Beberapa konsep utama yang menjadi landasan politik Islam adalah khilafah
(kepemimpinan), syura (musyawarah), adalah (keadilan), dan maslahah (kemasla-
hatan umum)."® Khilafah merupakan konsep yang menekankan bahwa kepemimpi-
nan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan taat kepada Allah, dengan tujuan
melindungi dan memajukan kesejahteraan umat. Sywra, atau musyawarah,
menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, di mana
para pemimpin diharapkan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki
keahlian dan pengetahuan. zdalah mengacu pada keadilan sosial, yang harus men-
jadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemerintah, memastikan bahwa semua
orang mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Sementara itu, maslahah merujuk
pada kesejahteraan umum, di mana setiap kebijakan atau tindakan harus berfokus
pada kebaikan bersama, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks sejarah Indonesia, konsep-konsep politik Islam ini tercermin da-
lam berbagai peristiwa penting yang melibatkan para sultan dan kerajaan di Nusan-
tara. Salah satu contoh nyata dari penerapan politik Islam di Indonesia adalah kepu-
tusan yang diambil oleh beberapa kesultanan untuk bergabung dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah kemerdekaan. Keraton Cirebon, yang
memiliki sejarah panjang dalam politik dan penyebaran Islam di Jawa Barat, meru-
pakan salah satu kesultanan yang memilih untuk mendukung persatuan Indonesia.

Penggabungan kesultanan-kesultanan dengan NKRI menunjukkan penerapan
prinsip maslahah, di mana kepentingan umum bangsa diprioritaskan di atas kepent-
ingan pribadi atau lokal. Selain itu, sikap para sultan yang mengutamakan dialog
dan musyawarah dengan pemerintah pusat menunjukkan bahwa syura tetap menjadi
bagian penting dari politik Islam, bahkan di era modern. Para pemimpin Islam di
Nusantara tidak hanya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam tata kelola masyarakat
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mereka, tetapi juga dalam hubungan mereka dengan entitas nasional dan inter-
nasional.

Melalui artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep politik Islam
tidak hanya membentuk sejarah lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam
pembentukan identitas nasional Indonesia yang plural dan inklusif.

Sejarah Singkat Kesultanan Cirebon

Keraton Cirebon merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat
yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat sekitarnya. Kesultanan Cirebon
terdiri dari 4 keraton; 1) Kasepuhan, 2) Kanoman, 3) Keprabonan, 4) Kacirebonan.
Dari keempat keraton tersebut, yang memiliki peran dalam politik dan pemerinta-
han hanya dua, yakni Kasepuhan dan Kanoman. Pada masa kemerdekaan,
pemerintah RI melihat bahwa kekuatan politik Cirebon ada pada Kanoman, sebagai
sebuah institusi yang mempunyai hak atas kekuasaan di Cirebon, meskipun disebut-
nya anom atau muda, tetapi lebih memiliki otoritas. Keempat keraton tersebut sam-
pai sekarang masih ada dan hubungan di antara mereka hanya kaitan persaudaraan,
dan bersama-sama dalam mengurus astana gunung jati. Tapi otoritas tertinggi be-
rada pada keraton kanoman, dan yang mengeluarkan surat keputusan pengurus juga
dari kanoman."

Dalam konteks politik Islam, pengaruh Keraton Cirebon yang besar dalam
masyarakat serta peran Sultan sebagai pemimpin adat dapat dianalisis melalui kon-
sep khilafah. Dalam politik Islam, khilafah mengacu pada kepemimpinan yang ber-
tanggung jawab atas umat, dengan tugas utama untuk menegakkan hukum Islam
dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun Sultan Cirebon
tidak lagi memegang kendali politik formal, ia masih dihormati sebagai pemimpin
spiritual dan adat yang memimpin komunitasnya berdasarkan nilai-nilai keadilan
dan tanggung jawab sosial. Khilafah juga menuntut seorang pemimpin untuk men-
jaga stabilitas dan keutuhan masyarakat, yang terlihat dalam bagaimana Keraton
Cirebon tetap berperan dalam memelihara harmoni di wilayahnya.

Kesultanan Cirebon, meskipun masih ada rajanya, tetapi tidak menjalankan ak-
tivitas pemerintahan, sultan sebagai kepala pemerintahan, hanya memimpin
struktur adat di wilayah Cirebon, seperti sistem adat pengurusan makam atau sultan
adalah pemangku adat, dan pelaksanaannya oleh pangeran patih. Pada saat
penelitian, keadaan Sultan sedang sakit, sechingga pelaksana semua kegiatannya ada-
lah pangeran patih raja Muhammad Qodiran, dengan ketentuan pada setiap akan
melaksanakan tugas harus melaporkan kepada Sultan. Meskipun sudah tidak mem-
iliki posisi dalam pemerintahan secara resmi, dan status keraton saat ini sebagai
pengelola adat, statusnya masih dihormati dan dipandang sebagai sesepuh di wilayah
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Cirebon, sehingga ketika ada pergantian kapolres, kapolsek dll., mereka selalu da-
tang menghadap ke keraton.'

Konsep adalah (keadilan) dalam politik Islam juga tercermin dalam peran Sultan
Cirebon. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik formal, Sultan tetap berperan
sebagai pemimpin yang adil dalam konteks adat dan sosial. Keadilan dalam Islam
mengharuskan seorang pemimpin untuk berlaku adil terhadap semua anggota
masyarakat, baik dalam hukum, pembagian hak, maupun dalam menjaga keseim-
bangan sosial. Sultan Cirebon menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan
pemerintah pusat, menunjukkan bahwa prinsip ‘@dalah tetap dipraktikkan dalam
upaya menjaga stabilitas dan keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional.

Dalam politik Islam, peran Sultan Cirebon sebagai pemimpin adat yang tetap
dihormati meski tidak memiliki kekuasaan politik formal mencerminkan ‘adalab
(keadilan). Sultan Cirebon memimpin dengan adil sesuai dengan peran adatnya dan
tetap menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan masyarakatnya.
Prinsip keadilan Islam terlihat dalam bagaimana sultan menjaga harmoni dan stabil-
itas di Cirebon, meskipun otoritas politik telah beralih ke pemerintah.

Kegiatan keraton Cirebon saat ini, selain mengurusi bidang adat, juga mengurusi
tanah-tanah yang tersisa yang ada surat-suratnya. Sedangkan yang ada di wilayah
seperti tasik, dll., belum ditindaklanjuti, karena prosesnya memakan banyak waktu.
Tanah dan Situs milik keraton sekarang diambil alih oleh desa, yang awalnya dalam
status sewa praja berubah menjadi eks sewa praja. banyak juru kunci yang tidak
melaporkan status tanah, dan tidak bisa diperjual belikan, mereka hanya hak guna
pakai, tetapi sebagian hasil tanahnya, seperti pohon jati, masih digunakan untuk
keraton."

Dalam konteks syura (musyawarah), Kesultanan Cirebon mengajarkan pent-
ingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Syuxra adalah prinsip penting
dalam politik Islam yang menekankan pada partisipasi kolektif dan konsultasi dalam
membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Hubungan antara keraton
dengan pemerintah pusat dan masyarakat Cirebon dijaga melalui dialog dan musya-
warah, yang memastikan bahwa kepentingan adat tetap dihormati dan dipertim-
bangkan dalam konteks nasional. Prinsip syura ini memungkinkan terjalinnya hub-
ungan yang baik antara pemerintah pusat dan otoritas lokal dalam menjaga stabilitas
sosial dan politik.

Kesultanan Cirebon bermula ketika Sunan Gunung Jati tiba di wilayah tersebut
pada tahun 1479. Pada saat itu, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan
Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel, sebagai pemimpin para wali di
Pulau Jawa, memberikan pengakuan kepada Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin
agama Islam di Sunda sekaligus Tumenggung Cirebon. Setelah itu, banyak tokoh-
tokoh Islam terkenal seperti Syekh Datuk Khafi, Syekh Majagung, Pangeran
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Kejaksan, dan para Ki Gedeng lainnya, menyerahkan pengikut mereka kepada
Sunan Gunung Jati.'* Karena perannya sebagai pemimpin agama sekaligus pen-
guasa, Sunan Gunung Jati dijuluki “Pandita Ratu,” dan dalam tradisi lokal disebut
sebagai “Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Penata Agama
Awaliya Allah Kutubi Zaman Kholipatur Rosulullah.”"

Sebagai penguasa, Sunan Gunung Jati memperkuat kekuasaannya dengan mem-
bangun aliansi dengan Kesultanan Demak,'® dan kekuatan Islam lainnya, serta
memisahkan diri dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Salah satu tindakan pentingnya
adalah menghentikan tradisi memberikan upeti berupa garam dan terasi kepada Pa-
jajaran, yang memicu kemarahan raja Pajajaran. Namun, ketika Tumenggung
Jagabaya dan pasukannya datang menuntut upeti, mereka malah beralih menjadi
pengikut Islam di bawah Sunan Gunung Jati dan menetap di Cirebon."”

Dengan menghentikan pembayaran upeti, Cirebon berhasil melepaskan diri dari
Pajajaran dan menjadi negara yang berdaulat. Langkah ini tidak menghadapi ham-
batan besar karena kerajaan-kerajaan lain seperti Galuh, Talaga, dan Banten juga
tengah berusaha melepaskan diri dari Pajajaran. Selain itu, Sunan Gunung Jati mem-
iliki garis keluarga dengan kerajaan Pajajaran, yakni dari Prabu Siliwangi, sehingga
semakin melemahkan posisi Pajajaran. Setelah pembebasan dari Pajajaran, Cirebon
berdiri sebagai negara merdeka. Faktor-faktor yang mempermudah kemerdekaan
Cirebon antara lain kelemahan Kerajaan Sunda Pajajaran yang mulai kehilangan
pengaruhnya, serta dukungan dari para penguasa lokal yang juga ingin melepaskan
diri."

Pada 1528, Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati, diangkat sebagai pem-
impin, sementara Sunan Gunung Jati lebih fokus pada penyebaran agama Islam."
Setelah kematian Pangeran Pasarean, menantunya, Fadhillah Khan, memimpin
pemerintahan Cirebon, diikuti oleh Pangeran Sawarga sebagai pengganti Sunan
Gunung Jati.”® Putra Sunan Gunung Jati, Pangeran Emas, kemudian naik takhta
dengan gelar Panembahan Ratu I dan memimpin Kesultanan Cirebon selama 79
tahun. Di bawah pemerintahannya, Cirebon menikmati stabilitas dan kesejahteraan,
serta menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain seperti Pajang. Ancaman dari
Kerajaan Sunda dan Banten tidak lagi dirasakan, dan pelabuhan Cirebon menjadi
pusat perdagangan penting.”!

Namun, berada di antara dua kerajaan besar, Banten di barat dan Mataram di
timur, membuat Cirebon tidak dapat memperluas wilayahnya. Meskipun demikian,
baik Banten maupun Mataram tetap menghormati Cirebon. Mataram menganggap
Cirebon sebagai sumber spiritual dan guru, sementara Banten menghormati warisan
Sunan Gunung Jati.”> Hubungan erat dengan Mataram terlihat saat Panembahan

Ratu I diundang ke Mataram pada tahun 1636, dan putri Panembahan Ratu I
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menikah dengan Sultan Agung dari Mataram, menghasilkan keturunan yang kelak
menjadi Susuhunan Amangkurat .7

Panembahan Ratu II, penerus Panembahan Ratu I, menghadapi tantangan ketika
Mataram, di bawah Amangkurat I, memintanya membujuk Banten untuk
menghentikan serangan terhadap Belanda. Namun, upaya tersebut gagal dan me-
nyebabkan Panembahan Ratu II serta kedua putranya ditahan di Mataram.
Pemerintahan sehari-hari di Cirebon kemudian dikelola oleh Pangeran Wangsakerta
di bawah pengawasan Mataram. Panembahan Ratu II wafat pada tahun 1667 di
Mataram dan dimakamkan di Girilaya, sehingga ia dikenal sebagai Panembahan Gi-
rilaya.*

Pada 1677, Cirebon terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Kasepuhan, Kanoman,
dan Panembahan, yang masing-masing dipimpin oleh keturunan Sunan Gunung
Jati. Namun, ketiga penguasa ini bersaing satu sama lain, dan Belanda memanfaat-
kan situasi ini untuk memperkuat pengaruh mereka melalui perjanjian politik yang
mengikat Cirebon kepada Kompeni Belanda.

Pembagian ini membawa konflik antara para penguasa Cirebon, yang akhirnya
melibatkan Kompeni Belanda sebagai penengah. Perjanjian dengan Belanda dibuat
pada akhir abad ke-17, yang secara perlahan memberikan Belanda kendali politik
dan militer atas Cirebon. Perjanjian-perjanjian tersebut mengatur berbagai aspek
pemerintahan, pembagian hasil pelabuhan, hingga pengelolaan upacara adat.”

Pada akhirnya, Belanda semakin menguasai Cirebon, dan melalui perjanjian pada
tahun 1681, mereka memperoleh hak monopoli atas perdagangan penting di wila-
yah tersebut. Pada awal abad ke-18, Kesultanan Cirebon hanya berfungsi sebagai
simbol budaya dan spiritual, dengan kekuasaan politik sepenuhnya dikuasai oleh
Belanda.?

Potret sejarah Kerajaan Cirebon yang awalnya kuat namun akhirnya kehilangan
kekuasaan dan kendali atas sumber daya ekonominya menjadi pelajaran penting.
Konflik dan perebutan kekuasaan di antara para pewaris takhta menunjukkan
hilangnya prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dalam politik mereka. Maslahah
mengajarkan bahwa kepemimpinan harus berfokus pada kesejahteraan dan kepent-
ingan umat, bukan keuntungan pribadi. Ketika para pemimpin lebih mementing-
kan kepentingan pribadi mereka, seperti yang terjadi dalam perebutan kekuasaan
antara para pewaris, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
keruntuhan Kesultanan Cirebon.

Sikap Nasionalisme Keraton Cirebon

Keraton Cirebon memiliki sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, baik
sebelum maupun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun Keraton
Cirebon pada umumnya lebih dikenal karena kontribusinya dalam penyebaran
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Islam dan hubungan diplomatis dengan kerajaan-kerajaan lain, perjuangan melawan
penjajah Belanda juga merupakan bagian penting dari sejarahnya.

Pada saat Indonesia merdeka, yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan
yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta, Kerajaan Cirebon dipim-
pin oleh Sultan Muhammad Nurus. Seharusnya, dengan berakhirnya penjajahan
Belanda yang dilanjutkan Jepang atas wilayah Nusantara, Kerajaan Cirebon menjadi
wilayah yang merdeka. Akan tetapi dalam kenyataannya, Cirebon tidak
memproklamirkan kemerdekaan kerajaannya, dan memilih bergabung dengan In-
donesia yang baru berdiri, setelah penjajahan Belanda dan Jepang berakhir. Pilihan
ini mencerminkan sikap kebangsaan Keraton Cirebon, di mana elemen-elemen
inklusif dari keraton berperan dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Si-
kap ini menggambarkan semangat kebangsaan Keraton Cirebon yang meletakkan
kepentingan bangsa di atas kepentingan kerajaan sendiri. Dengan analisis dari per-
spektif politik Islam, keputusan Keraton Cirebon dapat dipahami lebih dalam
dengan mengacu pada konsep-konsep kunci seperti kbilafah (kepemimpinan), syura
(musyawarah), @dalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Beberapa
temuan penelitian yang dapat dihubungkan dengan konsep nasionalisme dan ke-
bangsaan dari Keraton Cirebon tergambar sebagai berikut:

a) Komitmen Terhadap Persatuan dan Kemerdekaan Indonesia:

Salah satu landasan utama dalam politik Islam adalah konsep khilafah yang meru-
juk pada kepemimpinan yang bertanggung jawab atas umat, dengan fokus pada
menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Sultan Muhammad Nurus, se-
bagai seorang pemimpin, menerapkan prinsip kbilafah dalam tindakannya dengan
memprioritaskan kemaslahatan umatnya di atas kepentingan kerajaan. Dalam se-
jarah, tidak semua kerajaan atau kesultanan di Indonesia mengambil keputusan yang
sama seperti Cirebon. Beberapa memilih untuk mempertahankan kedaulatan
mereka, yang kadang-kadang menciptakan ketegangan dengan pemerintah pusat.
Namun, Sultan Nurus dengan jelas memilih jalan persatuan, yang menunjukkan
kesadaran akan pentingnya persatuan nasional dalam mencapai kesejahteraan umat
secara keseluruhan.

Keraton Cirebon, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Anom Pangeran
Raja Adipati Muhammad Nurus, terlibat secara aktif dalam perjuangan ke-
merdekaan Indonesia. Keterlibatan aktif ini mencakup peristiwa pemindahan kursi
‘Gading’ sebagai simbol kesiapan Keraton Cirebon untuk bergabung dengan negara
kesatuan Republik Indonesia. Tindakan itu menunjukkan sikap kompromi dan di-
plomasi Keraton Cirebon sebagai respons terhadap kedatangan Presiden Soekarno.
Pendekatan ini dapat dihubungkan dengan konsep nasionalisme, di mana terdapat
semangat rela berkorban dan kesadaran akan pentingnya kesatuan dalam mencapai
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kemerdekaan. Hal ini juga menegaskan komitmen Keraton Cirebon terhadap per-
satuan dan kemerdekaan. Pendekatan kompromi dan diplomasi yang diambil oleh
keraton ini dapat menjadi inspirasi dalam menangani konflik serta membangun
hubungan yang kuat antarwilayah di Indonesia. Dengan demikian, sejarah peran
Keraton Cirebon menjadi bagian integral dari warisan nasional yang mencerminkan
pluralitas, semangat rela berkorban, dan kesetaraan, nilai-nilai yang esensial dalam
konsep nasionalisme Indonesia.

Penguasa Cirebon pada saat kemerdekaan dan pasca kemerdekaan adalah Sultan
Anom Pangeran Raja Adipati Muhammad Nurus. Hal ini dibuktikan dengan
adanya foto presiden Soekarno yang bertemu dengan Sultan Nurus Di Purbayaksa.
Berdasarkan penjelasan Farikhin (staf keraton Kanoman), bahwa pada mulanya, ker-
aton Cirebon enggan untuk bergabung ke negara kesatuan Republik Indonesia, ka-
rena tidak mau tanah-tanah milik keraton akan diambil oleh pemerintah Indonesia.
Akan tetapi sejak kedatangan presiden Soekarno tersebut, Raja Nurus kemudian
memindahkan kursi ‘Gading’ yang merupakan singgasana raja Cirebon, hadiah dari
Prabu Siliwangi, ke dalam prabayaksa, di dalamnya ada mandi mastaka dan tidak
menggunakannya sebagai singgasana lagi, dan hanya menjadikannya sebagai benda
keramat. Dengan memindahkan kursi gading tersebut, kesultanan Cirebon menya-
takan bergabung dengan NKRI dan menyatakan berhenti serta tidak akan berperan
dalam bidang politik dan pemerintahan. Dari peristiwa terebut dapat diketahui ke-
pandaian presiden Soekarno dalam diplomasi, sechingga mampu meluluhkan hati
Sultan Cirebon. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa Sultan Cirebon menga-
nut budaya Jawa, yang cenderung mengalah ketika didatangi. Tindakan Sultan
Nurus juga mencerminkan sikap nasionalisme dari aspek penghormatan terhadap
simbol-simbol negara, yang dalam hal ini adalah Presiden Indonesia.

Karena adanya penolakan pada awal kemerdekaan ini, maka hingga kini, Cirebon
tidak menjadi daerah Istimewa di Indonesia, seperti Yogyakarta.”” Sikap sultan Cire-
bon ini menunjukkan adanya nasionalisme yang mencakup prinsip kebebasan,
kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian sebagai orientasi nilai kehidupan kolektif,
dengan fokus pada pembentukan dan pelestarian negara nasional. Tindakan tersebut
juga sesuai dengan definisi nasionalisme yang berasal dari kata nationalism dan atau
nation. Dalam bahasa Inggris, kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok
manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Hans Kohn memberikan ter-
minologi bahwa nasionalisme adalah “state of mind” di mana kesetiaan tertinggi
individu diserahkan kepada negara kebangsaan.”® Dengan pernyataan bergabung
kepada NKRI, Sultan Cirebon merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia sebagai
satu komunitas bersama untuk hidup dalam satu naungan pemerintahan. Dari ke-
jadian itu, tampak juga bahwa Sultan Cirebon memiliki semangat untuk mem-
bangun bangsa Indonesia yang mandiri dengan jiwa kesetiakawanan.
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Kompromi dan diplomasi yang ditunjukkan oleh Keraton Cirebon, khususnya
dalam hal pemindahan kursi ‘Gading’, dapat dijadikan sebagai model untuk me-
nangani konflik pada saat tidak ada kesepakatan di tingkat lokal maupun nasional.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan dialog dan kompromi, perbedaan
dapat diselesaikan tanpa mengorbankan integritas atau kepentingan pihak-pihak
yang terlibat. Peran Keraton Cirebon dalam mendukung proklamasi kemerdekaan
dan bergabung dengan Republik Indonesia menunjukkan kontribusinya terhadap
pembentukan identitas nasional.

Selanjutnya, Berkaitan dengan kesediaan Sultan Nurus untuk bergabung dengan
NKRI, menimbulkan pertanyaan apakah ada kontrak kerja atau semacam kompen-
sasi untuk bergabungnya Cirebon di bawah naungan NKRI. Namun, hingga kini
tidak ditemukan adanya kontrak kerja tersebut. Akan tetapi terdapat Kesaksian Pan-
geran Raja Win, Anak terakhir sultan Nurus, bahwa Cirebon diberi kompensasi
tanah di Papua yang cukup luas, namun sampai sekarang tidak dikelola, karena
pihak Kasepuhan, Keprabonan, dan Kacirebonan meminta untuk membeli mobil
dan lainnya, yang menyebabkan Sultan Nurus Kesal, sechingga akhirnya membatal-
kan kompensasi tersebut secara sepihak, dan hingga saat ini keberadaan tanah di
Papua tidak diketahui. Di sisi lain tidak diketahui pula apa alasan pemberian
kompensasi itu, karena Pangeran Raja Win tidak tertarik untuk melanjutkan pen-
gurusannya.”

Tantangan dan ketidakpastian seputar kompensasi tanah di Papua itu, menun-
jukkan kompleksitas hubungan antara Keraton Cirebon dan pemerintahan pusat.
Implikasinya dapat mencakup perlunya mekanisme yang lebih jelas dan adil dalam
menangani masalah kompensasi dan hubungan antara entitas lokal dan pemerinta-
han pusat. Hal itu juga menunjukkan adanya kesetiaan Cirebon yang tidak ingin
menuntut apa pun kepada Pemerintah Pusat, sebagai bentuk kecintaan kepada tanah
air.

b) Pernyataan Identitas Nasional Melalui Proklamasi Kemerdekaan:

Peran Keraton Cirebon dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia juga menjadi
contoh nyata bagaimana keraton ini terlibat aktif dalam membentuk identitas na-
sional. Keraton memfasilitasi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di Cirebon pada
16 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi resmi di Jakarta. Hal ini menc-
erminkan kesadaran Sultan dan masyarakat Cirebon akan pentingnya menjadi ba-
gian dari gerakan kemerdekaan yang lebih luas. Maslahah menjadi landasan utama
di sini, di mana Sultan Muhammad Nurus memahami bahwa kepentingan nasional
lebih utama dibandingkan kepentingan kerajaan individu.

Dalam hal ini, peran Keraton Cirebon juga dapat dilihat sebagai bagian dari
upaya membangun imagined community sebagaimana dijelaskan oleh Benedict
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Anderson, di mana nasionalisme dibangun melalui kesadaran akan kebersamaan da-
lam identitas. Sultan Muhammad Nurus dan Keraton Cirebon memainkan peran
penting dalam mempercepat gerakan kemerdekaan di Cirebon, dengan memberikan
tempat dan dukungan bagi proklamasi kemerdekaan di Tugu Kejaksan Cirebon
pada 15 Agustus 1945, dua hari sebelum proklamasi di Jakarta. Sikap ini menc-
erminkan rasa tanggung jawab nasional yang tidak hanya sebatas wilayah Cirebon,
tetapi juga pada kesatuan bangsa Indonesia yang baru.”

adalah (keadilan) sebagai prinsip politik Islam juga terlihat dalam bagaimana
Keraton Cirebon memberikan dukungan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan
ini. Dengan memilih untuk tidak hanya berdiri sebagai entitas yang independen,
Keraton Cirebon menunjukkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia lebih
penting daripada kekuasaan kerajaan lokal. ‘adalah dalam konteks ini tidak hanya
berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang adil, tetapi juga kesediaan untuk
berbagi peran dalam proses pembangunan bangsa yang lebih besar.

Pembacaan teks proklamasi di Cirebon juga memperkuat gagasan bahwa keraton
berfungsi sebagai penghubung antara lokalitas dan nasionalisme yang lebih luas. Da-
lam perspektif politik Islam, hal ini juga sejalan dengan konsep syura, di mana
pengambilan keputusan besar melibatkan musyawarah dan partisipasi kolektif.
Dengan memfasilitasi proklamasi kemerdekaan, Sultan Muhammad Nurus menun-
jukkan bahwa ia memahami pentingnya berbagi kekuasaan dan tanggung jawab
dengan entitas yang lebih besar, dalam hal ini adalah negara Indonesia yang baru
merdeka.

¢) Inklusivitas dan Kesetaraan:

Perjuangan keraton Cirebon dalam masa kemerdekaan tidak tampak secara lang-
sung, akan tetapi berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh Cirebon,
disinyalir merupakan komando dari sultan. Hal itu disimpulkan dari keadaan para
pejuang pada saat mereka tertangkap, atau menyerahkan diri kepada kompeni ka-
rena adanya ancaman untuk membumi hanguskan keraton. Dengan demikian,
maka tampak dengan jelas bahwa penyerahan diri para pejuang itu adalah dalam
rangka menjaga agar keraton tetap ada dan tidak dihancurkan, dan ini menunjukkan
bahwa ada peran keraton di balik layar yang memberikan perintah kepada para pe-
juang tersebut.

Selain itu, perjuangan Cirebon juga banyak dilakukan oleh para Ulama yang
mengasingkan diri, dan membuang status bangsawannya agar tidak dikenali oleh
pihak kompeni. Para ulama tersebut mendirikan pesantren dan tidak pernah ber-
henti melakukan perlawanan terhadap penjajah. Beberapa tokoh penting dalam per-
juangan kemerdekaan di Cirebon, antara lain adalah:
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1) Ki Bagus Rangin, seorang ulama dan pemimpin perlawanan rakyat Cirebon
melawan penjajah Belanda pada tahun 1808-1813. Ia juga dikenal sebagai
tokoh yang berdakwah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan
moral agama di kalangan masyarakat Cirebon. Ki Bagus Rangin juga meru-
pakan abdi dalem Keraton.’!

2) KH Abbas Abdul Jamil, keturunan Mbah Muqoyyim yang merupakan
pendiri Pondok Pesantren Buntet. Ia merupakan salah satu tokoh yang ter-
libat dalam perang 10 November di Surabaya, dan dijuluki “Singa dari Jawa
Barat”. Mbah Muqoyyim sendiri jika dirunut, memiliki silsilah sampai ke
Keraton Cirebon.*

Keraton Cirebon juga berpartisipasi dalam perjuangan mempertahankan ke-
merdekaan Indonesia dari agresi Belanda dan sekutunya. Salah satu contohnya ada-
lah pertempuran laut di Teluk Cirebon pada 5 Januari 1947,% yang melibatkan ka-
pal perang Republik Indonesia (KRI) Gadjah Mada 408 yang berhadapan dengan
kapal perang Belanda.** Para awak KRI Gadjah Mada 408 gugur sebagai pahlawan
dalam pertempuran tersebut. Mereka berhasil menenggelamkan satu kapal Belanda
dan melukai dua kapal lainnya, meskipun kapal mereka sendiri juga tenggelam aki-
bat serangan balik Belanda. Perlawanan para awak kapal ini menunjukkan sikap pat-
riotisme. Mereka rela mati, demi negaranya, masa depan bangsanya, karena merasa
memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memajukan negaranya

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tokoh-tokoh lokal, seperti ulama
dan pejuang dari Cirebon, terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini menun-
jukkan sikap patriotisme dari Rakyat Cirebon kepada Negara Indonesia yang baru
berdiri. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela
mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Pat-
riotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi
nasionalisme.”

Perjuangan kemerdekaan keraton Cirebon melawan penjajah Belanda juga dil-
akukan melalui perang terbuka yang disebut dengan perang kancil merah dan perang
kedondong. Semua itu, menunjukkan bahwa keraton Cirebon telah ikut terlibat da-
lam pembentukan NKRI meskipun tidak tampak secara langsung, karena pemimpin
dari para pejuang tersebut tidak ada yang menggunakan gelar kebangsawanan. Tidak
adanya gelar kebangsawanan di antara pemimpin perjuangan Cirebon menc-
erminkan partisipasi aktif dan relatif egaliter masyarakat Cirebon. Hal ini dapat di-
anggap sebagai contoh inklusivitas dan semangat kesetaraan dalam gerakan ke-
merdekaan. Hans Kohn: seorang sejarawan dan filsuf politik, memandang nasional-
isme sebagai suatu fenomena yang kompleks dan berkembang seiring waktu. Dia
membedakan antara nasionalisme sebagai ideologi yang dapat bersifat inklusif atau
eksklusif. Kohn melihat nasionalisme sebagai suatu kekuatan yang dapat membentuk
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identitas nasional dan meresap dalam kehidupan politik. Beberapa indikator yang
mencerminkan sikap nasionalisme menurut Hans Kohn dapat tercermin dalam se-
mangat patriotisme, kebanggaan terhadap warisan budaya, dan dorongan untuk
mempertahankan otonomi nasional.

Keterlibatan para ulama ini mencerminkan pentingnya ‘zdalah dalam politik Is-
lam. Mereka mengesampingkan status sosial mereka demi mencapai kemerdekaan
untuk semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, perjuangan rakyat Cirebon
tidak terbatas pada golongan bangsawan atau elite, tetapi melibatkan semua ka-
langan masyarakat, baik ulama, pedagang, maupun rakyat biasa. Perlawanan ter-
hadap Belanda melalui perang terbuka, seperti perang kancil merah dan perang
kedondong, menunjukkan bahwa masyarakat Cirebon berjuang secara kolektif un-
tuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Kesetaraan dalam perjuangan ini mencerminkan prinsip sy#ra (musyawarah), di
mana setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
menentukan arah perjuangan bangsa. Tidak adanya gelar kebangsawanan di antara
pemimpin perjuangan dari Cirebon juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak
mengandalkan hierarki sosial dalam upaya meraih kemerdekaan. Prinsip ini sejalan
dengan pandangan politik Islam, yang mendorong kesetaraan dan keadilan dalam
setiap tindakan politik, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan.

Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa Keraton Cirebon memainkan peran penting dalam
pembentukan identitas nasional Indonesia melalui komitmen yang kuat terhadap
persatuan dan kemerdekaan. Dengan menggunakan perspektif politik Islam, peran
nasionalisme Keraton Cirebon tidak hanya merupakan kontribusi historis, tetapi
juga mencerminkan penerapan nyata nilai-nilai kbilafah, sywra, ‘adalah, dan
maslahah. Keputusan Sultan Muhammad Nurus untuk bergabung dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Is-
lam, seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum, dapat me-
mandu keputusan politik yang menentukan dalam konteks nasionalisme.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya literatur tentang hubungan antara politik
Islam dan nasionalisme di Indonesia, dengan menyoroti peran penting Keraton se-
bagai penghubung antara nilai-nilai keislaman dan pembentukan identitas nasional
yang inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak hanya relevan
dalam pengelolaan kekuasaan, tetapi juga dalam proses pembangunan bangsa, di
mana pemimpin mampu menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan
pribadi atau politik lokal.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa model kepemimpinan yang
dicontohkan oleh Sultan Cirebon dapat menjadi teladan bagi pemimpin modern
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dalam menyeimbangkan antara ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan kepent-

ingan nasional. Kesadaran akan pentingnya dialog, musyawarah, dan komitmen ter-

hadap persatuan bangsa yang ditunjukkan Keraton Cirebon juga relevan dalam

konteks politik kontemporer Indonesia, di mana harmoni sosial dan inklusivitas

tetap menjadi tantangan besar. Meskipun Keraton Cirebon tidak lagi terlibat dalam

politik formal, peran sejarah dan simboliknya tetap penting dalam mendukung

narasi identitas nasional yang berlandaskan pada pluralisme, keadilan, dan kese-

jahteraan bersama.
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